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ABSTRAK

ot \fessage Service (SMS) merupakan salah satu fitur yang pasti ada
dalam setiap kartu telepon, rentan menimbulkan penyalahgunaan yang bisa
memungkinkan timbulnya suatu delik atau tindak pidana salah satunya tindak pidana
pornograli.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian
hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang bukan hanya
rimer dalam wujud perundang-undangan, untuk
dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam
hukum doctrinal juga mengkoleksi bahan-bahan

menginventarisir bahan-bahan p
kemudian mengorganisasikannya
penelusuran kembali, penclitian

hukum sekunder.
Permasalahan apakah faktor terjadinya pornografi melalui Short Message
ban pidana pengirim Short Message

Service (SMS) dan bagaimana pertanggungjawa
Service (SMS) pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Hasil penelitian didapat bahwa pengaturan meng i praktik prostitusi
(prostitusi online) diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal 27 ayat (1) U.ndang-
Undang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU
ITE). Selain itu pertanggungjawaban pidana pornografi melalui Short Message
dalam ketentuan pasal-pasal dalam KUHP yang

Service (SMS ) dapat kenakan pasal : alan
dan sedikit ada relevansinya menyangkut praktik prostitusi adalah antara
lain sebagai berikut :. Pasal 284 ayat (1) KUHP, Pasal 286 KUHP, Pasal 295 KUHP,

pasal 296 KUHP dan . Pasal 506 KUHP ; :
Rekomendasi kepada pemerintah adanya sanksi yang lebih berat terhadap
pelaku pornografi melalui Short Message Service (SMS).

an Pidana, Short Message Service (SMS), Pomnografi
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L neampulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan
ehaygs berikut .
b s terjadinya pornograpi melalui Short Message Service (SMS)
s ahkan para pelaku yang menyediakan jasa layanan scks maupun
sengguma layanan. penyebaran pomografi yang begitu pesat ini disebabkan karend
bismis pornografi sangat menjanjikan keuntungan, praktik prostitusi online tanpa
melalui dan melibatkan Germo atau Mucikari dapat dilakukan melalui aplikasi-
i un media sosial lainnya yang tentunyd
splikasi pada Internet, telepon maup
j g Jakukan transaksi
i layanan seksual untuk me
memudahkan pelaku penyedia jasa
ada biaya-biaya potongan untuk germo atau mucikari, transaksi jasa
i efisien yaitu penyedia jasa layanan
photo/gambar,  data pribadi dan keterangan
ks culup henys memasseg
oraktik prostitusi lebih terjamin kerahasiaannya yang bisa

 chek in secara langsung dan bertemu pada hotel-
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